
 

 

 
 

 

 

 

Jalan Ahmad Yani No.31, Pasiran, Singkawang Barat 79123 

Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com 

Laman : singkawang.bawaslu.go.id 

 

Nomor : 217/PM.00.02/K.KN-14/11/2024                             Singkawang, 22 November 2024 

Sifat : Penting 

Lampiran : 1 

Hal    :  Imbauan Larangan Kampanye dan Menjanjikan atau  

       Memberikan Uang atau Materi Lainnya di Masa Tenang. 

 

Kepada Yth. 

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang 

(Daftar Nama Terlampir) 
di – 
      Tempat. 

 

A. Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota 

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

menjadi Undang-Undang; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan 

Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 

Walikota Dan Wakil Walikota; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan 

Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota 

Dan Wakil WaliKota; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2024; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2024; 
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B. Sosialisasi 

 

Dalam rangka akan segera berakhirnya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang telah 

dilaksanakan mulai dari tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024, maka Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024 akan memasuki masa tenang yang dimulai dari tanggal 24 s.d 26 November 2024. Di masa 

tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, dilarang untuk melakukan aktivitas 

kampanye dalam bentuk apapun seperti yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, 

antara lain : 

 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. 

 

Pasal 73 

(1) Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau 

materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. 

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan 

sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. 

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai, Tim Kampanye, dan relawan, atau 

pihak lain juga dilarang dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya sebagai 

imbalan kepada Warga Negara Republik Indonesia baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk : 

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; 

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak 

sah; dan 

c. mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. 

(5) Pemberian Sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak menggugurkan sanksi pidana 

 

 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

 

Pasal 1 

18. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas 

Kampanye Pemilihan. 

 



 

 

 

Pasal 4 

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah 

penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang. 

 

Pasal 31 

(1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum 

dimulainya masa tenang. 

Pasal 45 

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, 

dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum 

dimulainya masa tenang. 

pasal 46 

(2) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang. 

 

Pasal 47 

(4) Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang 

menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah 

kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon 

selama masa tenang. 

Pasal 63 

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, 

dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, 

pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara. 

 

C. Sanksi Pidana 

 

 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang; 

 
Pasal 187A 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan 
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara 
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih 
agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga 
suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda 
paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 



 

 

 
(2) Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan 

perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 

D. Imbauan 

 

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Kampanye dan dimulainya masa tenang, 

maka dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Bawaslu Kota 

Singkawang mengimbau kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai 

Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye di Kota Singkawang untuk : 

1. Tidak menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih serta 

tidak melakukan kegiatan Kampanye dalam bentuk apapun termasuk di media sosial, media 

cetak, dan media elektronik yang menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon 

dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.  

2. Memperhatikan dan mematuhi peraturan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan aturan 

Perundang-Undangan diatas, guna meminimalisir potensi-potensi dugaan pelanggaran pada 

saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024.   

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang diberikan diucapkan terima 

kasih. 

 

 

 

Plh. Ketua, 

 

 

 

Sastra Wirawan, S. Sos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan Yth. 

‐ Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. 

‐ Arsip. 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran I 

Surat Imbauan 

Nomor : 217/PM.00.02/K.KN-14/11/2024 

Tanggal 22 November 2024 

 

 

Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang 

 

1. H.Abdul Mutalib, S.E., M.E. dan Drs. H. Irwan, M. Si. 

2. Tjhai Chui Mie, S.E., M.H. dan Muhammadin, S.E., M.E. 

3. Dr. H. Andi Syarif T.U.W., S.T., M.T. dan Ir. H. Yusnita Fitriadi 

 


